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KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DENGAN
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA

NOMOR : 26 Tahun 2019
NOMOR : 028.17/PHB/XII/2019

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua
ribu sembilan belas (18-12-2019), kami yang bertanda tangan di bawah
ini :

I. Dra. UMI AZIZAH . Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan
dr. SUTOMO No. i Slawi,
berdasarkan  Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 131.33 - 8324 TAHUN 2018
tentang Pengesahan Pengangkatan
Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama jabatannya serta sah
mewakili Pemerintah  Kabupaten
Tegal, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU

II. Mc. CHAMBALI, B.Eng. : Direktur Politeknik Harapan

E.E., M.Kom Bersama, berkedudukan di Jalan
Mataram No. 9 Tegal, yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Badan
Pengurus YPHB Nomor
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313/YPHB/V /2017 tentang
Pengangkatan Direktur Politeknik
Harapan Bersama, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
jabatannya serta sah mewalkili

Politeknik Harapan Bersama,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-
sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai
berikut:

a.

bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Tegal yang
memiliki tugas, pokok, dan fungsi untuk menyelenggarakan berbagai
pelayanan publik bagi masyarakat;

bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta Badan Hukum
(PTS BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(Tridharma Perguruan Tinggi); dan

bahwa di antara PARA PIHAK telah terjadi kesepakatan untuk
menjalin kerja sama terkait Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian
kepada Masyarakat sebagai bagian implementasi Tridharma
Perguruan Tinggi dan sebagai bagian dari upaya pembangunan
daerah.

Berdasarkan:

1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan

Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut
Pertanian Bogor;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah,;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK
bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan
Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat di Kabupaten Tegal (yang selanjutnya disebut
“Kesepakatan Bersama” dengan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

(1)

(2)

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi
PARA PIHAK untuk mengembangkan Kerja Sama di Bidang
Tridharma Perguruan Tinggi.

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk kerja
sama di Bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan prinsip yang
saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka
meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang
dimiliki PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi Pendidikan,
Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 3

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat Pelaksanaan Kesepakatan
Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan Sumber lain yang
sah dan tidak mengikat.

BAB IV
JANGEKA WAKTU
Pasal 4

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal
yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK
sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang
dikehendaki.

BABV
PELAKSANAAN
Pasal 5

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berakhir,
sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan
dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan
Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang-bidang
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 1 (satu)
tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
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BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 6

Perselisihan yang mungkin timbul dari Kesepakatan Bersama ini akan
diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 7

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi
dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini
sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur
lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama
yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan
(Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan
Bersama ini.

(3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing
pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PITHAK KEDUA PIHAK KESATU
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN
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